
 

 

 

 

 

 

BUPATI SUKOHARJO 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 

NOMOR  4 TAHUN  2014 

TENTANG 

PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KEPADA POLISI PAMONG PRAJA 

PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUKOHARJO, 

 

Menimbang      :   a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna 

pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dibidang 

ketentraman, ketertiban dan penegakan peraturan daerah  

perlu meningkatkan kesejahteraan bagi anggota Satuan 

Polisi Pamong Praja dengan memberikan tunjangan khusus 

diluar gaji; 

     

  b.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi 

Pamong Praja, Polisi Pamong Praja dapat diberikan 

tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan daerah; 

     

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah, dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai 

berdasarkan beban kerja atau tempat kerja atau kondisi 

kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja, 

Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan 

penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan 

pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan 

kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

 

d. bahwa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

sebagaimana dimaksud pada huruf c, telah dilakukan 

bersamaan dengan pembahasan Kebijakan Umum 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2014, maka perlu memberikan Tunjangan Khusus kepada 

Polisi Pamong Praja pada Satuan  Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Sukoharjo; 
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e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian 

Tunjangan Khusus kepada Polisi Pamong Praja pada 

Satuan Polisi Pamong Praja; 

 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa  Tengah;   

 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

diubah   beberapa  kali  terakhir  dengan   Undang-Undang  

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  4737); 

 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan 

Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5094); 

 

12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan 

Perundang-undangan; 

 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

 
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 

Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Nomor 155); 

 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 

Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan 

Perizinan Terpadu Kabupaten  Sukoharjo (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor  

158) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor  11  
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Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan 

Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan 

Terpadu Kabupaten  Sukoharjo (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor  11, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor  190); 

 

 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 

2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Nomor 172); 

 

 

                 MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN 

KHUSUS KEPADA POLISI PAMONG PRAJA PADA SATUAN 

POLISI PAMONG PRAJA. 

 

 

Pasal 1 

Polisi Pamong Praja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Sukoharjo setiap bulan diberikan tunjangan khusus. 

 

Pasal 2 

Kriteria pemberian tunjangan khusus sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 berdasarkan kondisi kerja bagi Pegawai Negeri 

Sipil yang melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan 

kerja yang memiliki resiko tinggi.  

 

Pasal 3 

Besarnya tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 4 

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan 

Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Sukoharjo.   

 

Pasal 5 

Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang 

telah menerima tunjangan khusus sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 tidak mendapatkan tambahan penghasilan sesuai 

yang diatur dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39  

Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada  

Pegawai Negeri Sipil. 
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Pasal 6 

Pada saat Peraturan Bupati  ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 

Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan 

Khusus kepada Polisi Pamong Praja pada Satuan  Polisi Pamong 

Praja (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 

2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  

 

 

Pasal 7 

Peraturan Bupati  ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.  

 
Ditetapkan di Sukoharjo       
pada tanggal   6 Januari 2014           
                           
BUPATI  SUKOHARJO, 

 

              ttd 

 

 

WARDOYO  WIJAYA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diundangkan di Sukoharjo 
pada tanggal  6 Januari  2014 
 
      SEKRETARIS DAERAH 
    KABUPATEN SUKOHARJO, 

 
                    ttd 

 
           AGUS SANTOSA 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
TAHUN 2014 NOMOR 8 
 



 

LAMPIRAN 

PERATURAN  BUPATI  SUKOHARJO 

NOMOR    4   TAHUN  2014 

TENTANG 

PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS 

KEPADA POLISI PAMONG PRAJA 

PADA SATUAN POLISI PAMONG  

PRAJA 

 

 

 

BESARAN TUNJANGAN KHUSUS YANG DIBERIKAN  

KEPADA POLISI PAMONG PRAJA PADA   

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  

 

NO JABATAN 
BESARAN SETIAP 

BULAN ( Rp ) 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

 

Kepala Satuan/ Penanggungjawab 

Sekretaris dan Kepala Bidang  

Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi 

Anggota Satuan Polisi Pamong Praja  

 

2.812.000,00 

1.406.000,00 

   982.000,00 

  703.000,00 

 

 
 

 

BUPATI  SUKOHARJO, 

 

ttd 

 

WARDOYO  WIJAYA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
  
 

DIHATURKAN : 

 
 

KEPADA YTH  : KABAG HUKUM SETDA KAB. SUKOHARJO 

DARI   : SATPOL PP KABUPATEN  SUKOHARJO 

TANGGAL  :        JANUARI 2014 

PERIHAL  : MOHON  KOREKSI  DRAF PERATURAN  BUPATI  TENTANG 

PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS KEPADA POLISI 

PAMONG PRAJA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


